PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 8 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa diperlukan upaya penyediaan pusat
informasi, ilmu  pengetahuan, teknologi,
kesenian, dan kebudayaan vyang dapat
memberikan jaminan layanan kepada seluruh
lapisan masyarakat Purwakarta,;

b. bahwa untuk memenuhi upaya sebagaimana
dimaksud dalam huruf a serta meningkatkan
minat dan budaya gemar membaca masyarakat,
perlu penyelenggaraan perpustakaan yang
dikembangkan dan didayagunakan sebagai
wahana pendidikan, penelitian, pelestarian,
informasi, dan rekreasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Perpustakaan,;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Barat ( LNRI Tahun
1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang
Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan
yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1963 Nomor 32 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2533);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang
Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1990 Nomor 48, dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3418);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4774);

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4928);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di
Kabupaten Purwakarta;

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007
tentang Retribusi Jasa Kearsipan;



21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

PONE

Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
Bupati adalah Bupati Purwakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta, yang
selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Purwakarta, adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Purwakarta.

Kantor Perpustakaan, yang selanjutnya dapat disingkat sebagai
Kantor adalah Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri yang
membidangi urusan perpustakaan.

Kepala Perpustakaan adalah Kepala OPD yang membidangi
urusan perpustakaan Kabupaten Purwakarta.

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis,
karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan
sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan,



